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Abstrak 

 Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara. Putusan hakim yang ideal 

berdasarkan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. 

Memang seharusnya hakim menegakkan peraturan yang ada, di sisi lain kadang 

peraturan yang sudah ada kurang jelas bahkan apabila diterapkan akan tidak 

memberikan rasa keadilan. Apabila ada benturan antara kepastian hukum, maka 

keadilanlah yang lebih dikedepankan. Sehingga dengan kewenangannya hakim 

diperbolehkan contra legem dengan mengenyampingkan aturan yang sudah ada, 

tetapi harus kembali kepada tujuan hukum yang utama, yaitu keadilan. Contra legem 

memang biasa terjadi dalam Pengadilan. Penulis menemui beberapa putusan dengan 

menerapkan contra legem, tetapi penulis lebih condong dengan putusan 

110K/Ag/2007 tentang Hak Asuh Anak yang penerapannya mengenyampingkan 

aturan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam dan putusan perkara Nomor 

266K/Ag/2010 yang aturannya mengenyampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum 

Islam. 

 Penulis menggunakan dua objek putusan kasasi tersebut sebagai bahan 

penelitian dalam karya ilmiah ini di Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Walaupun penelitian ini bisa menggunakan penelitian pustaka (library research) 

tetapi penulis lebih memilih dengan menggunakan penelitian lapangan (field 

research) agar bisa mendapatkan data yang lebih konkrit salah satunya dengan 

melakukan wawancara dengan hakim agung yang bersangkutan menangani perkara 

tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. 

 Pertimbangan hakim dalam penerapan contra legem dalam putusan perkara 

Nomor 110K/Ag/2007 adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi si anak dan 

si anak akan lebih baik jika ikut dengan ayahnya daripada ikut dengan ibunya karena 

ibunya terlalu disibukkan dengan pekerjaannya. Sedangkan dalam putusan 

266K/Ag/2010 pertimbangannya adalah demi rasa keadilan dengan memberikan 

bagian ¾ kepada istri dan ¼ kepada suami karena selama 11 tahun suami tidak 

memberikan nafkah dan harta bersama dihasilkan oleh istri. Menurut asas kepastian 

hukum putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 

266K/Ag/2010 nampak bertentangan dengan asas kepastian hukum karena dua 

putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal undang-undang yang sudah 

ada. Dengan memberikan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara hak asuh anak 

berarti bertentangan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan  

memberikan bagian ¾ kepada istri atau ¼ kepada suami dalam perkara pembagian 

harta bersama bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tetapi dilihat 

dari fakta dua putusan tersebut sejalan dengan rasa keadilan.  

Kata kunci :  Putusan Hakim, Contra Legem, Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta 

Bersama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk 

menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Dalam suatu Negara 

yang berdasarkan atas hukum (rechstaats), kekuasaan kehakiman merupakan badan 

yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif. Kekuatan 

kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai 

perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret dan menyelesaikan 

persoalan atau konflik yang ditimbulkan secara impersial berdasarkan hukum sebagai 

patokan.
1
 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2
 Ketentuan 

tersebut merupakan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak 

memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan 

kekuasaan negara lainnya.  

Indonesia yang merupakan negara hukum, pengadilan adalah suatu badan atau 

lembaga peradilan yang merupakan tumpuan harapan untuk memperoleh keadilan. 

                                                           
1
 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: Citra 

Aditya Bakti, 2004), hlm. 93. 

 
2
 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
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Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara 

dalam negara hukum adalah melalui lembaga peradilan tersebut. Dalam suatu 

lembaga peradilan, hakim memegang peranan penting karena hakim dalam hal ini 

bertindak sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 

pengadilan. 

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, 

yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan 

keadilan (gerechtigkeit). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang 

mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit.
3
 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan 

manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat 

berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan 

diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. 

Kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak 

mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan 

penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam usaha menyelesaikan 

suatu perkara adakalanya hakim menghadapi masalah belum adanya peraturan 

perundang-undangan yang dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara 

                                                           
3
 Law Community, Penemuan Hukum. 

https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/, diakses 

Selasa, 19 Mei 2015. 

 

https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/
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yang bersangkutan, walaupun semua metode penafsiran telah digunakan. Hakim 

dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan 

kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu 

peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut 

tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah 

hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang 

lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.
4
 Pasal 

10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyebutkan bahwa, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan 

memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau 

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
5
 

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk 

melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kegiatan kehidupan manusia itu sangat luas, tidak 

terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu 

peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Maka wajarlah kalau tidak 

ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup akan keseluruhan 

kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
4
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2011), hlm. 15. 

 
5
 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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selengkap-lengkapnya dan yang sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak jelas 

maka harus dicari dan ditemukan.
6
 

Menghadapi kenyataan yang demikian, hakim sebagai aparat kekuasaan 

kehakiman, disamping mengemban tugas pokok melalui putusannya menegakkan 

hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman sebagai hasil revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 

dan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Bab II tentang Asas Penyelenggaraan 

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Hakim dan hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
7
 Selanjutnya dalam penjelasan dari pasal 

tersebut disebutkan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim 

konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Ketentuan Pasal 5 

ayat (1) ini merupakan pengulangan dengan sedikit perubahan dari Pasal 27 Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang digantikannya. Dengan kemerdekaan dan 

kewenangan yang dimilikinya hakim dapat melakukan penafsiran agar hukum yang 

diterapkan memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan hukum dan manfaat. 

Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan 

hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

                                                           
6
 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 

hlm 37. 

 
7
 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa 

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh 

dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan 

jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Hal ini sesuai dengan 

ciri dari negara hukum itu sendiri yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang 

bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. 

Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan 

tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku. 

Dalam kenyataan konkret, kewenangan kekuasaan kehakiman, dilaksanakan 

oleh hakim. Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.
8
 Hakim 

itu sendiri mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama adalah orang yang 

mengadili suatu perkara di pengadilan dan pengertian kedua adalah orang yang 

bijak.
9
  

Hakim sebagai penentu untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan ke 

pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. 

Hakim dalam pemeriksaan dan memutus perkara ternyata seringkali menghadapi 

                                                           
8
 Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

 
9 Dikemukakan oleh Hasbie As-Shiddieqie, sebagaimana dimuat dalam H. Dudu Duswara 

Machmudin, Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan, Majalah 

Hukum Varia Peradilan Edisi No. 251 Bulan Oktober 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), hlm. 52. 
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suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak dapat secara pas untuk 

menjawab dan menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Hakim harus mencari 

kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.
10 Dalam memutuskan suatu 

perkara tidak jarang dari majelis hakim menerapkan contra legem. Contra legem 

merupakan putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan sebagai 

dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang 

sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan 

rasa keadilan.
11

 Dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang baik dalam 

masyarakat untuk kemudian disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran 

hukumnya sendiri, maka hakim berarti telah memutus perkara berdasarkan hukum 

dan rasa keadilan dalam kasus yang dihadapinya. 

Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak contra legem. 

Hal tersebut diperbolehkan dengan alasan apabila dalam suatu perkara apabila 

diterapkan suatu peraturan hukum yang sudah ada akan menimbulkan ketidakpatutan 

dan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan contra legem 

yang bersumber dari ijtihad hakim yang mengikuti aturan pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

                                                           
10

 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta: PT. 

Citra Aditya Bhakti, 1993), hal 10. 

11 H.A. Mukhsin Asyrof, Asas-Asas Penemuan Hukum Dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim 

Dalam Proses Peradilan, Majalah Hukum Varia Peradilan November 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), 

hlm. 85. 
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masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang Nomor 

4 Tahun 2004 jo., Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Menurut Penjelasan Pasal 28 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Undang-Undang Mahkamah 

Agung, disebutkan bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan Hakim dapat 

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ditambahkan menurut 

penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Nagera Republik Indonesia Tahun 

1945, “Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang 

disampingnya undang undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.” Berarti 

disini disamping dikenal hukum tertulis (hukum nasional) juga terdapat hukum tidak 

tertulis yang hidup dan tumbuh kembang dalam masyarakat Indonesia. 

Ditambahkan oleh Bagir Manan, putusan hakim tidak boleh sekedar 

memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim 

harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun 

harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan 

hakim akan benar dan adil.
12

 Sehubungan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-

undang yang  ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan 

                                                           
12

 Bagir Manan, Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam  Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004, (Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2005), hlm. 212. 
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kemanusian, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya 

Harahap, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan contra legem, yakni 

mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang 

bersangkutan.
13

 

Melihat fakta yang telah dipaparkan di atas penulis melihat ada kalanya 

penerapan contra legem diperlukan apabila undang-undang yang mengatur dirasa 

kurang jelas, kurang pas, dan dirasa belum memenuhi rasa keadilan yang kemudian 

menjadikan penulis tertarik untuk meneliti sebuah kajian tentang penerapan contra 

legem dalam putusan hakim yang akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk 

skripsi. Penulis bermaksud mengambil sampel berupa putusan hakim yang 

menerapkan contra legem. Setelah melakukan pencarian penulis mendapati beberapa 

putusan hakim yang menerapkan contra legem, tetapi tidak semua akan diambil 

dalam penelitian ini. Penulis tertarik melihat Putusan Perkara Nomor 110K/Ag/2007 

tentang Gugatan Hak Asuh Anak, dikarenakan dalam putusan tersebut majelis hakim 

tidak menerapkan aturan hukum yang sudah ada yaitu Pasal 105 huruf (a) yang 

menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, tetapi 

majelis hakim mempunyai pertimbangan lain yang menyebabkan hukumnya pun 

berbeda sehingga hak asuh anak berada pada ayahnya. Putusan lain yaitu Putusan 

Perkara Nomor 266K/Ag/2010 tentang Pembagian Harta Bersama, penulis juga 

                                                           
13

 Yahya Harahap, Hukum Acara Pedata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 856. 

 



9 

 

 

melihat demikian yaitu majelis hakim tidak menerapkan aturan hukum yang sudah 

ada yaitu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pembagian 

harta bersama yang disebabkan karena perceraian masing-masing adalah seperdua, 

tetapi majelis mempunyai pertimbangan lain sehingga pembagiannya masing-masing 

suami mendapatkan ¼ bagian dan istri mendapat ¾ bagian. Kemudian penulis 

mengambil dua sampel putusan di atas dikarenakan perbedaan kasus yang ada 

sebagai penguatan diterapkannya contra legem dalam putusan hakim yang beralasan 

demi tercapainya rasa keadilan dan keduanya sampai pada tingkat Kasasi di 

Mahkamah Agung, sehingga penulis merumuskan judul penelitian adalah “Contra 

Legem Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Mahkamah Agung (Studi Kasus 

Putusan Nomor 110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan 

Nomor 266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama).” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim menerapkan contra legem dalam putusan 

perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 

266K/Ag/2010? 

2. Bagaimana penerapan contra legem ditinjau dari asas kepastian hukum 

dan asas keadilan dalam Putusan Perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan 

Putusan Perkara Nomor 266K/Ag/2010? 

C. Tujuan Penelitian 
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Untuk memperoleh bahan atau data yang diperlukan dalam mengakaji 

bahasan ini, dilakukan melalui penelitian. Data-data itu ada yang bersifat primer, 

yaitu seputar materi yang terkait langsung dengan pokok bahasan maupun materi-

materi pendukung lainnya yang masih ada relevansinya dengan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui fakta hukum yang ada dalam persidangan sebagai 

alasan majelis hakim mendasarkan pertimbangannya melakukan contra 

legem dalam putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara 

Nomor 266K/Ag/2010. 

2. Untuk mengetahui penerapan contra legem dalam putusan perkara Nomor 

110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 jika ditinjau 

dari asas kepastian hukum dan asas keadilan. 

D. Manfaat Penelitian 

Meskipun terbatas hasil yang diperoleh dari penelitian ini, namun penulis 

berharap dapat memberikan sumbangsih dan manfaat bagi pihak-pihak lain dan 

khususnya bagi penulis sendiri. Minimal ada dua hal yang ingin dicapai, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Secara khusus dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis, 

bukan saja secara teoritis yang selama ini diperoleh, tetapi juga 

penerapannya dalam praktek di lapangan.  
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b. Sebagai tambahan bahan referensi dan literatur kepustakaan terutama 

dalam sengketa perkawinan, perceraian serta perkara-perkara 

assesoirnya, yaitu tuntutan harta bersama (gono-gini), tuntutan mut'ah, 

nafkah iddah dan tuntutan hak asuh anak (hadhanah). Dan lebih 

khusus lagi dalam penerapan contra legem dalam mengkonstruksi 

hukum. 

c. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan 

penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama para 

penegak hukum (hakim), advokat, para pihak berperkara dan 

masyarakat umum (para suami isteri). 

b. Memberikan kesempatan bagi penulis sendiri untuk mengembangkan 

penalaran di bidang hukum dan sebagai bekal suatu saat nanti dapat 

diterapkan di lapangan. 

E. Telaah Pustaka 

Beberapa literatur yang mengkaji atau membahas tentang sengketa 

perkawinan, perceraian dan perkara-perkara assesoirnya telah banyak ditemukan. 

Termasuk didalamnya gugatan atau tuntutan hak asuh anak (hadhanah), disamping 

gugatan-gugatan keperdataan lainnya, seperti gugatan harta bersama (gono-gini), 
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gugatan pembagianharta waris dan perkara-perkara lain yang masuk sebagai 

kewenangan absolut peradilan agama.  

Untuk membantu dan sebagai reverensi dalam kajian ini, tentu tidak dapat 

dihindari dan mutlak dilakukan, meskipun objek kajiannya berbeda, beberapa 

Iiteratur tersebut memiliki titik singgung (keterkaitan) dengan objek kajian skripsi ini. 

Adapun beberapa karya-karya tersebut: 

Skripsi yang ditulis oleh Kanna Dasan (Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Tarumanegara Jakarta) yang berjudul “Contra Legem Atas Kasasi 

Terhadap Putusan Bebas (Studi Kasus Putusan Nomor 423 K/Pid/2009) Ditinjau Dari 

Pasal 244 KUHAP”. Penelitian ini membahas permohonan pemeriksaan kasasi 

terhadap putusan bebas, dalam kenyataan praktek peradilan telah dengan sengaja 

menyingkirkan ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menyebutkan terhadap putusan 

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari 

pada Mahkamah Agung, terdakwa/penuntut umum dapat mengajukan permintaan 

kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Hal ini merupakan 

contra legem. Penelitian ini didasarkan alasan Mahkamah Agung melakukan contra 

legem atas putusan bebas terhadap Muchdi Purwopranjono.
14

 

                                                           
14

 Kanna Dasan. “Contra Legem Atas Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Studi Kasus Putusan 

Nomor 423 K/Pid/2009) Ditinjau Dari Pasal 244 KUHAP”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas 

Tarumanegara Jakarta. 2010. 
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Skripsi yang ditulis oleh Alfrianti Alimuddin (Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin Makassar) yang berjudul “Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh 

Seorang Suami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/Pa 

Mks)”. Penelitian ini membahas pertimbangan seorang suami sehingga mengajukan 

tuntutan hak asuh anak dan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan tuntutan hak asuh anak seorang suami. hakim menerapkan 

asas ius contra legem yang memungkinkan hakim memberikan hak asuh anak ke 

ayah meskipun telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak adalah hak 

ibunya.
15

 

Skripsi yang ditulis oleh Rahajoe Tridjoto (Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya) yang berjudul “Apakah Ius Contra Legem Masih 

Dapat Dipertahankan”. Penelitian ini membahas seputar masalah contra legem serta 

hasil dari contra legem tersebut apakah masih bisa memberikan manfaat atau 

kebaikan.
16

 

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dhiaul Akifin (Mahasiswa Fakultas Syari’ah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul 

“Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Analisis Putusan 

                                                           
15

 Alfrianti Alimuddin. “Tuntutan Hak Asuh Anak Oleh Seorang Suami (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Makassar No. 339/Pdt.G/2010/Pa Mks)”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin Makassar. 2013. 

  
16

 Rahajoe Tridjoto. “Apakah Ius Contra Legem Masih Dapat Dipertahankan”. Skripsi. 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 2013. 
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Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs Di Pengadilan Agama Brebes)”. Dalam penelitian 

tersebut membahas tentang pertimbangan hakim dalam memtuskan perkara 

pembagian harta bersama. Dalam hal ini majelis hakim menerapkan asas contra 

legem yang memtuskan bahwa istri mendapat pembagian harta sebesar 2/3 dari 

seluruh kekayaan, sedangkan suami mendapatkan 1/3 dari seluruh kekayaan karena 

majelis hakim melihat pihak istrilah yang lebih bekerja membanting tulang untuk 

kebutuhan selama perkawinan.
17

 

Dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengembangkan tentang landasan 

contra legem diterapkan dalam suatu kasus, kemudian ditarik suatu pokok yang 

menjadi pertimbangan hakim menerapkan contra legem dalam putusan perkara 

Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 serta penerapan 

contra legem dalam kedua putusan tersebut jika ditinjau dari asas kepastian hukum 

dan asas keadilan. 

F. Kerangka Teoretik 

1. Putusan Hakim (Pengadilan) 

 Dalam sebuah pepatah sering dikatakan bahwa mahkotanya para 

hakim terletak pada putusannya, sedangkan kualitas putusan hakim terletak 

pada pertimbangan hukumnya dan kedalaman putusan itu terletak pada 

                                                           
17

 Ahmad Dhiaul Akifin. “Penerapan Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama 

(Analisis Putusan Nomor: 1048/Pdt.G/2009/PA.Bbs Di Pengadilan Agama Brebes)”. Skripsi. 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Syari’ah Dan Hukum. 2014. 
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bagaimana hakim menggali fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan 

cara bagaimana fakta-fakta itu kemudian dikonstruksi dan dipertimbangkan 

sehingga menjadi sebuah putusan. Putusan itu tidak saja hanya mendasarkan 

legal formil dengan mencantumkan bunyi pasal dari peraturan perundang-

undangan tertentu, tetapi lebih jauh dapat menyentuh esensi dan substansi dari 

peradilan itu sendiri yaitu putusan yang berkeadilan hukum. Demikian 

sebagaimana dikatakan Lilik Mulyadi "putusan hakim merupakan mahkota 

dan puncak dari suatu perkara yang diperiksa oleh hakim".
18

 

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara (kasus) yang 

dihadapi, hakim dengan kewenangan yang dimilikinya akan 

mengkonstruksi/mempertimbangkan hukumnya berdasarkan fakta-fakta yang 

diperoleh selama persidangan. Dari fakta-fakta itu kemudian dipilih aturan 

hukum dalam pasal-pasal perundang-undangan yang dianggap paling tepat 

dan relevan dengan kasus yang dihadapi.  

2. Asas Kepastian Hukum 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat 

dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas 

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam 

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

                                                           
18

 Lilik Mulyadi, Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan dalam Rumah Tangga, 

(Jakarta: lkahi, 2007), hlm. 25. 
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berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang 

ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, 

reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada 

pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif.
19

 Kata-kata “kepastian hukum” merujuk kepada penerapan pasal-

pasal yang ada pada semua regulasi yang menjadi landasan hukum dengan 

konsekuen. Ini memang kaku dan “saklek”, dan harus dilaksanakan seperti 

apa yang persis ditulis dalam pasal-pasal tersebut. 

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan 

hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang 

akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatanya benar 

atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Asas kepastian hukum 

harus diterapkan dalam setiap peraturan. 

3. Asas Keadilan 

Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-

                                                           
19 Apa itu kepastian hukum, http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-

hukum/, diakses tanggal 22 September 2015. 

 

http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/
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wenang.
 20

 Adil adalah suatu sikap yang mutlak, yang tidak menunjukkan 

kecondongan cinta atau marah, tidak mengubah ketentuan-ketentuan karena 

kasih sayang atau benci. Adil itu tidak mempengaruhi pandangan karena 

pertimbangan-pertimbangan kekeluargaan, tidak menaruh kebencian antara 

kaum-kaum. Tidak membedakan manusia karena bangsanya, turunannya, 

hartanya, pangkatnya dan seterusnya. Sedangkan yang satu dengan yang lain 

diperlakukan secara sama.
21

 Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan 

seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. 

 Dalam literatur ilmu hukum dikenal beberapa teori tentang tujuan 

hukum. yaitu teori etis, teori utilistis dan teori campuran. Untuk mencapai 

keadilan abadi yang menjadi tujuan hukum, maka hukum hendaknya berperan 

dalam mengatur berbagai kepentingan baik politik, ekonomi, maupun sosial 

budaya) dalam masyarakat. 

4. Contra Legem 

 Menyambung dari pemaparan di atas, jika pasal aturan hukum itu 

ternyata tidak tepat dan tidak relevan lagi, maka aturan itu dikesampingkan 

dan mencari dengan dasar untuk sesuai dengan hukum mencari rasa keadilan 

                                                           
20

 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2013).  

 
21

 Mura P. Hutagalung, Hukum Islam dalam Era Pcmhangunan, (Jakarta: Ind Hill Co, 1985), 

hlm. 33. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengembangan_dan_Pembinaan_Bahasa
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yang hidup di dalam masyarakat.
22

 Dengan demikian hakim telah menerapkan 

contra legem dari ketentuan aturan hukum yang seharusnya kepada aturan 

hukum yang masih kurang jelas atau meminjam istilah ushul fiqh, 

meninggalkan nash jali (dasar hukum yang telah ada) kepada nash khafi 

(dasar hukum tersembunyi). Contra legem merupakan putusan pengadilan 

yang mengesampingkan, tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau 

bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-

undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.
23

 

5. Hak Asuh Anak 

 Secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur tentang hak asuh 

anak dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum lslam (KHl) Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 

menyebutkan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. 

Kewajiban pernah yang melekat pada orang tua menurut ayat (2) berlaku 

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban itu terus berlaku 

meskipun perkawinan orang tuanya telah putus.
24

 

                                                           
22

 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

 
23 H.A. Mukhsin Asyrof, Asas-Asas Penemuan …., hlm. 85. 

 
24

 Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: Depag RI, 2001), hlm. 126. 
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Pengaturan pemeliharaan anak (hadhanah) akibat putusnya hubungan 

perkawinan orang tua karena perceraian dicantumkan dalam Pasal 41 huruf 

(a) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa baik bapak atau ibu tetap 

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata 

berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai 

pengasuhan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya. Akan tetapi 

tanggung jawab atas biaya yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan 

tersebut, menurut huruf (b), menjadi tanggung jawab bapak, jika bapak tidak 

mampu memenuhi tanggung jawab tersebut maka ibu dapat dibebani 

tanggung jawab untuk memikul biaya tersebut.
25

 

Kedua pasal tersebut masih bersifat umum, tidak secara pasti dan 

tegas menempatkan posisi anak ketika kedua orang tuanya bercerai, apakah 

diasuh oleh ibunya atau bapaknya. Pasal-pasal tersebut hanya menegaskan 

bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya. 

Dalam Kompilasi Hukum lslam, setidaknya ada dua pasal yang 

mengatur pengasuhan anak dan lebih rinci, yaitu Pasal 105 dan Pasal 156, 

selengkapnya sebagai berikut: 

“Pasal 105: 
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a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum beumur 

12 tahun adalah hak ibunya; 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang 

hak asuh;
26

 

Pasal 156: 

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah 

(pemeliharaan) dari ibunya; 

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan 

hadhanah (pemeliharaan) dari ayah atau ibunya.”
27

 

Kedua pasal tersebut menentukan posisi anak pada dua keadaan. 

Pertama, ketika anak belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz, 

ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah mumayyiz 

ditetapkan pada pilihan anak sendiri, apakah mau ikut ayah atau ibunya. 

6. Pembagian Harta Bersama 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing 

pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh 

sebelum melakukan akad perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan 

perkawinan mempunyai harta yang diperoleh selama perkwinan yang disebut 

harta bersama.
28

 Dalam perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang 

menjadi dasar materiil bagi kehidupan keluarga.  
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 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam 
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Pengertian harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.
29

 Segala penghasilan 

suami istri baik keuntungan yang diperoleh perdagangan masing-masing, 

perolehan masing-masing sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami 

istri, sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami istri tidak terjadi 

pemisahan bahkan dengan sendirinya terjadi perhubungan sepanjang suami 

tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
30

 

Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa ”bila perkawinan putus 

karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing.”
31

 Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum 

agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. 

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam 

KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa ”janda atau duda cerai hidup masing-masing 

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan”
32

, sedangkan bagi penganut agama lainnya diatur 
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 J.S. Badudu dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

1996), hlm. 421. 
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 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 

302-306. 
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dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 128 yang menyebutkan 

bahwa ”setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua 

antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, 

tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”
33

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Peneliatian dan Metode Pendekatan 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (field 

research) di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian 

dimaksudkan untuk memperoleh data dan gambaran langsung terkait 

dengan dokumen-dokumen putusan gugatan hak asuh anak (hadlanah) 

dan pembagian harta bersama sehingga diperoleh data konkrit dan 

lengkap mengenai gugatan, jalannya persidangan, kontruksi dan 

pertimbangan hukum. 

b. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai 

analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang 

mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis 
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maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada 

ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat 

normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh 

pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan 

peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.  

Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya 

data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap data 

primer dilapangan atau terhadap prakteknya. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Agung dan objek dari 

penelitian ini adalah berupa putusan perkara Nomor 110K/AG/2007 tentang 

gugatan hak asuh anak dan putusan Nomor 266K/AG/2010 tentang 

pembagian harta bersama di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alasan 

penulis menentukan objek penelitian di atas yaitu peneliti ingin menganalisis 

dua putusan yang sama menggunakan prinsip contra legem namun dalam 

perkara yang berbeda. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, deskriptif yang 

dimaksud adalah bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dari data yang 

diperoleh berupa gugatan hak asuh anak dan pembagian harta bersama, 
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proses persidangan, pertimbangan putusan hakim. Sedangkan analitis 

bertujuan untuk menganalisis putusan hakim sesuai dengan ketentuan yang 

ada. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang penulis peroleh di lapangan, 

yang dilakukan dengan observasi di lapangan dan wawancara dengan 

pihak yang terkait. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang normati, dan penulis perolah 

melalui penelitian kepustakaan. Yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu: 

a) Putusan perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan 

perkara Nomor 266K/Ag/2010 

b) Undang-Undang Dasar 1945; 

c) Undang-Undang Republik Indonesia; 

d) Kompilasi Hukum Islam; 
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
34

 Yaitu, 

meliputi: skripsi, tesis, kamus, buku-buku literatur bacaan 

berupa pedoman dan atau ketentuan hukum positif lainnya 

berupa hukum acara, hukum materiil dan hukum lainnya 

mengenai pembahasan sesuai dengan isi judul penulis. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer 

(informasi atau fakta-fakta di lapangan) untuk keperluan penelitian.
35

 

Adapun metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang 

diperlukan seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

b. Observasi 

Observasi ialah metode pengumpulan data secara sistematis 

melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti 

untuk mendapatkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Metode 

ini digunakan peneliti untuk mengetahui gambaran umum yang 
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terjadi pada perkara putusan Nomor 110K/AG/2007 dan perkara 

Nomor 266K/AG/2010. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan 

interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang 

bersangkutan sebagai sumber penelitian.
36

 Teknik wawancara ini 

mempunyai kelebihan, yakni narasumber dapat menerangkan secara 

detail pertnyaan-pertanyaan yang diajukan.
37

 

Metode ini digunakan peneliti untuk menggali data yang 

lebih mendalam dari objek penelitian dengan metode tanya jawab 

dengan pihak-pihak terkait dalam putusan perkara tersebut dan 

dokumentasi, yaitu arsip atau berkas perkara dimaksud. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode 

ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti 

monografi, catatan-catatan seperti buku, peraturan-peraturan, 

dokumen yang telah ada.
38
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema serta tafsiran tertentu yang sesuai dengan 

tema penulis dari susunan yang didapat.
39

 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa 

kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, 

teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan yang 

memadai sebagai karya ilmiah skripsi. 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab 

terdiri dari sub-sub pahabasan sesuai dengan luasnya materi yang dianggap relavan, 

sebagai berikut; 

Bab pertama atau pendahuluan pada bab ini akan diuraikan mengenai latar 

belakang bahasan dengan tema "Contra Legem Putusan Hakim dalam Perkara Perdata 

di Mahkamah Agung Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 

110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak dan Putusan Nomor 266K/Ag/2010 

Tentang Pembagian Harta Bersama)”. Dari latar belakang tersebut selanjutnya 
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muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka permasalahan yang akan 

diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka 

merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu terkait 

pertimbangan putusan hakim menerapkan contra legem. Pada bab ini juga memuat 

kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir yang 

bekaitan dengan putusan hakim. 

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teoritis seputar 

putusan hakim, akan dibahas juga tentang ketentuan umum asas kepastian hukum, 

asas keadilan dan contra legem yang saling berkaitan serta mengenai hak asuh anak 

dan pembagian harta bersama sebagai perkara dalam putusan. 

Bab ketiga, pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum Mahkamah 

Agung Republik Indonesia serta kronologis putusan Nomor 110K/Ag/2007 tentang 

Hak Asuh Anak dan Pembagian Harta Bersama sebagai objek penelitian. 

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan mengenai kasus posisi perkara 

Nomor 110K/AG/2007 dan perkara Nomor 266K/AG/2010 serta pertimbangan 

putusan hakim dalam penerapan contra legem, serta analisis terhadap putusan 

tersebut. 

Bab kelima, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan serta saran-

saran yang dianggap perlu. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian tentang “Contra Legem dalam Pertimbangan Putusan 

Hakim dalam Perkara Perdata Di Mahkamah Agung (Studi Kasus Putusan Nomor 

110K/Ag/2007 Tentang Gugatan Hak Asuh Anak Dan Putusan Nomor 

266K/Ag/2010 Tentang Pembagian Harta Bersama)” di atas penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam penerapan contra legem dalam putusan perkara 

Nomor 110K/Ag/2007 adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik bagi si 

anak. Kepentingan terbaik si anak adalah ikut dengan ayahnya jika 

dibandingkan si anak ikut dengan ibunya, karena si ayah yang memiliki waktu 

yang lebih untuk merawatnya daripada si ibu yang terlalu disibukkan dengan 

pekerjaannya dan faktanya anak sudah tenang dan tenteram tinggal bersama 

ayahnya. Sedangkan dalam putusan 266K/Ag/2010 pertimbangannya adalah 

demi rasa keadilan. Memberikan bagian ¾ kepada istri dan ¼ kepada suami 

dianggap memenuhi rasa keadilan dan dirasa lebih patut karena harta bersama 

yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil jerih payah si istri, sedangkan 

si suami selama 11 tahun tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan 

kontribusi dalam menghasilkan harta bersama tersebut. 
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2. Ditinjau dari asas kepastian hukum, penerapan contra legem dalam putusan 

perkara Nomor 110K/Ag/2007 dan putusan perkara Nomor 266K/Ag/2010 

nampak bertentangan dengan asas kepastian hukum karena jelas-jelas dua 

putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal undang-undang yang 

sudah ada. Dengan memberikan hak asuh anak kepada ayah dalam perkara 

hak asuh anak berarti bertentangan dengan Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi 

Hukum Islam dan  memberikan bagian ¾ kepada istri atau ¼ kepada suami 

dalam perkara pembagian harta bersama bertentangan dengan Pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan ditinjau dari asas keadilan, dilihat dari 

fakta dua putusan tersebut sejalan dengan rasa keadilan. Majelis hakim lebih 

mengutamakan keadilan walaupun harus mengenyampingkan kepastian 

hukum. 

B. Saran-Saran 

1. Hakim harus berhati-hati apabila akan memutuskan suatu perkara, karena 

hakim memang dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat melalui fakta-fakta 

dari pembuktian. 

2. Hakim mempunyai peran yang besar, oleh karena itu hakim harus 

mempunyai kesadaran akan tanggung jawabnya dengan mempunyai 

pengetahuan yang luas tidak hanya tentang undang-undang agar dapat 

mengetahui perkembangan yang ada dalam masyarakat serta dapat 

menggunakan hati nurani demi rasa keadilan. 
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3. Masyarakat harus memahami peran hakim begitu besar dan otomatis 

tugasnya tidak mudah sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim pun juga 

manusia biasa dan setiap hakim bukan tidak mungkin mempunyai perbedaan 

pemikiran. Perbedaan dalam mengambil putusan juga bisa terjadi dan 

putusan hakim bukan untuk disalahkan.  

4. Untuk penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini menyadari masih ada 

kekurangan dan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman 

karena merasa masih dalam tahap belajar. Dimungkinkan apabila aka nada 

peneliti yang akan mengambil materi seperti karya ilmiah ini diharapkan 

untuk lebih baik. 
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TERJEMAHAN 

HLM FNT  

BAB II 

73 71 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan.” 

BAB IV 

125  “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 

darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 

disebut (nama) selain Allah. Tetapi Barangsiapa dalam 

Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 

tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” 

 



































266K/AG/2010 

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI 
YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DAN ISTRI 

 
KAIDAH HUKUM : 

Istri mendapat ¾ bagian dari harta bersama, karena harta bersama tersebut 
dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 
tahun.  

(Dr. Edi Riadi, SH., MH.) 
 

NOMOR REGISTER   : 266 K/AG/2010 
TANGGAL PUTUSAN  : 12 Juli 2010 
MAJELIS   : - Drs. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. 
    : - Drs. Hamdan, S.H., M.H. 
    : - Drs. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. 
KLASIFIKASI   :   harta bersama. 
 
DUDUK PERKARANYA  :  
- Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, perkawinan dilangsungkan pada tanggal 8 April 

1995 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 35/35/IV/1995.  
- Dari perkawinan  tersebut  Penggugat  dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak: 

1. Lalang Nur Prabangkara 13 tahun dan 2. Saraswati Nur Diwangkara 10 tahun. 
- Sejak tahun 1998 rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selalu 

terjadi percekcokan yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali. 
- Pada tanggal 9 November 2008 Penggugat keluar rumah bersama anak perempuan dan 

pembantu rumah tangga karena diusir oleh Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan 
Tergugat sudah pisah tempat tinggal. 

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta 
bersama berupa: 
1. Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 Nomor 

00326/2008 luas 1.587 m2  Terletak di Desa Keprabon Kecamatan Polanharjo, 
Kabupaten Klaten. 

2. Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 00325/2008 
luas 1.524 m2  terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. 

3. Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 
03436/Bangunharjo luas 265 m2 terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, Sewon, 
Bantul. 

4. Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM 
No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m2  terletak di 
Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. 

5. Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z. 
6. Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV. 
7. Sepeda Motor Supra Fit warna metalik. 
8. Kulkas satu pintu merek Nasional. 
9. TV 29 inci merek Samsung. 
10. Meja makan kayu jati 1 set. 
11. Kursi jati risban. 
12. Rak buku kayu lima buah. 
13. Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m. 
14. 1 Buah sofa. 



- Tergugat sejak tahun 1997 (132 bulan) tidak memberi nafkah terhadap Penggugat dan 
anak, oleh karena itu penggugat menuntut nafkah sejulah Rp 2,000,000.00 setiap bulan. 

- Bahwa Tergugat sebagai ayah tidak dapat dijadikan panutan bagi anak-anak oleh karena 
itu kedua anak tersebut agar ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat, 

- Bahwa selama anak dipelihara Penggugat agar Tergugat dibebani untuk memenuhi 
nafkah anak sejumlah Rp 5,500,000.00 setiap bulan. 

 
                                     
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG: 
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberi 

nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, 
maka demi rasa keadilan pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang 
ditetapkan dalam amar putusan. 
 

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 
MENGADILI: 

I. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo Pawiro 
Sunartun tersebut. 

 
II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 

34/Pdt.G/2009/PTA. Yk. Tanggal 19 November 2009 M, bertepatan dengan tanggal 2 
Zulhijah 1430 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 
229/Pdt.G/2009/PA.Btl. tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 
Sya’ban 1430 H sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: 
 

A. Menerima permohonan banding Pembanding. 
 

B. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor: 229/Pdt.G/2009/PA.Btl. 
tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1430 H yang 
dimohonkan banding, dan mengadili sendiri, memutuskan: 
1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 
2. Menjatuhkan thalak satu ba’in sughra Tergugat (Drs. Sutrisno Baskoro bin Wiryo 

Pawiro Sunartun) terhadap Tergugat (Ny. Tri Hastuti Nur Rochimah, S. Sos, M.Si. 
binti Sapari Hadiwijoyo, Amd.Pd). 

3. Menetapkan anak yang bernama Saraswati Nur Diwangkara berada di bawah 
hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun 
(dua belas) tahun (mumayyiz); 

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Saraswati Nur 
Diwangkara sebesar Rp 750,000.00 setiap bulan terhitung sejak putusan ini 
berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu 
hidup sendiri. 

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memperoleh 
harta kekayaan berupa: 
1) Satu bidang tanah pertanian SHM Nomor 1132, SU tanggal 21 Februari 2008 

Nomor 00326/2008 luas 1.587 m2  Terletak di Desa Keprabon Kecamatan 
Polanharjo, Kabupaten Klaten. 

2) Satu bidang tanah pertanian SHM No.1133, SU tanggal 21 Februari No. 
00325/2008 luas 1.524 m2  terletak di Desa keprabon Kecamatan Polanharjo, 
Kabupaten Klaten. 

3) Sebidang tanah SHM Nomor 07435, SU tanggal 12 Januari 2005 Nomor 
03436/Bangunharjo luas 265 m2 terletak di Dusun Semail, Bangunharjo, 
Sewon, Bantul. 



4) Sebidang tanah pekarangan dan bangunan rumah di atas tanah tersebut SHM 
No.01797 GS, tanggal 22 Oktober 1997 Nomor 09639/1997 luas 145 m2  
terletak di Dusun Sekarsuli, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, 
Kabupaten Sleman. 

5) Sebuah mobil kijang Nopol AB 1781 Z. 
6) Sebuah Sepeda Motor Legenda Nopol AD 4802 EV. 
7) Sepeda Motor Supra Fit warna metalik. 
8) Kulkas satu pintu merek Nasional. 
9) TV 29 inci merek Samsung. 
10) Meja makan kayu jati 1 set. 
11) Kursi jati risban. 
12) Rak buku kayu lima buah. 
13) Tempat tidur jati besar 2 m x 1,8 m. 
14) 1 Buah sofa. 

6. Menetapkan Penggugat berhak memiliki ¾ (tiga perempat) bagian dari harta 
bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat 
berhak memiliki ¼ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana 
tersebut pada amar tersebut diatas. 

7. Menghukum Tergugat dan Penggugat supaya membagi harta bersama 
sebagaimana tersebut pada amar (5) dan apabila tidak dapat dibagi secara 
natura supaya menjual secara lelang dimuka umum dan menyerahkan hasilnya 
kepada masing-masing yang berhak menerima dengan perbandingan 
sebagaimana disebut pada amar nomor (6). 

8. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya. 
9. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirimkan salinan 

putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 
kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di Tempat 
perkawinan Penggugat dan Tergugat. 

10.  Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar 
Rp 201,000.00 
 

C. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara  ini 
pada tingkat banding sebesar Rp 61,000.00  

 
III. Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 

kasasi sebesar Rp 500,000.00 
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